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Kerja Sama Global

Pengembalian Aset Korupsi

erserikatan
Bangsa-bangsa
(PBB) telah

mengambil prakarsa
untuk memerangi
tindak pidana korup-
si di seluruh dunia
dengan alasan bahwa
korupsi telah menye-
babkan kemiskinan
yang masif dan me-
rendahkan martabat
manusia. Sekjen
PBB Koffi Anan per-
nah menyatakan
bahwa kita hidup tidak akan
nyaman kalau melihat kemis-
kinan masih ada di sekitar kita
dan kemiskinan merupakan sa-
lah satu pertanyaan besar yang
harus dijawab oleh seluruh ne-
gara di dunia.

Apalagi menurut laporan
United Nations Development
Programme (UNDP) pada 2014,
secara global 1,2 miliar pendu-
duk dunia (kurang lebih 20%
dari 7,2 miliar penduduk dunia)
hidup di bawah garis kemiskin-
an dengan pendapatan perkapita
kurang dari US$ 1,25 per hari.
Untuk itu, dalam upaya meme-
rangi korupsi, PBB membentuk
United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC)
pada 2003 yang telah mengada-
kan beberapa konferensi antara
lain di Laut Mati, Yordania
(2005) dan yang kedua di Bali,
Indonesia (2008), serta yang ke-
tiga di Doha, Qatar (2009).

Republik Indonesia sebagai
penandatangan selalu ikut aktif
dalam konferensi UNCAC. Di
mana dilakukan kerja sama
pemberantasan korupsi global
berupa kerjasama bilateral dan
multilateral di antara negara-
negara penandatangan UNCAC.
Upaya pemberantasan korupsi
tersebut terutama dalam pro-
gram pengembalian aset atau
sering disebut asset recovery
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untuk menyita dan
mengembalikan aset
hasil korupsi yang di-

ring) di luar negeri.
Definisi tindak pida-
na yang dirumuskan
oleh UNCAC bukan
hanya korupsi terha-
dap aset negara saja
tetapi juga untuk aset
swasta. Di sinilah
terdapat perbedaan
mengenai rumusan
ruang lingkup tindak
pidana korupsi antar undang-
undang anti-korupsi di

. Indonesia dengan UNCAC.

Undang ‘Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi hanya merumuskan ru-
ang lingkup tindak pidana ko-
rupsi yang merugikan keuangan
negara saja. Hal ini merupakan
bahan pemikiran DPR RI untuk
menyesuaikan definisi korupsi
menurut sistem hukum
Indonesia.

Syarat untuk bergabung de--

ngan UNCAC adalah bahwa se-
mua negara anggota (state mem-
ber) harus mempunyai perang-
kat undang-undang anti korupsi
dan mempunyai lembaga khu-
sus anti korupsi untuk memper-
kuat efektivitas pelaksanaan
undang-undang antikorupsi
tersebut. Kemudian keseriusan
negara anggota memberantas
korupsi juga jadi persyaratan
untuk bergabung dalam
UNCAC. Tanpa itu sulit kiranya
bergabung dalam program asset
recovery.

Kerja sama ini dapat dilaku-
kan dalam bentuk bantuan tek-
nis, pelatihan, dan kerja sama
melacak aset yang dibawa lari
ke luar negeri dan menyita aset
hasil tindak pidana korupsi ter-

cuci (money launde--

sebut. Bantuan dan kerja sama
kejaksaan dan kepolisian serta
pengadilan negara tempat aset
disimpan juga penting mengi-
ngat penegakan hukum, investi-
gasi, dan interogasi dilakukan
penegak hukum negara setem-
pat yang mempunyai yurisdiksi
dan wewenang penegakan hu-
kum termasuk asset recovery
atau penyitaan aset hasil tindak
pidana‘korupsi tersebut.

Jadi kalau ada wacana dalam
revisi UU KPK untuk mereduk-
si kewenangan KPK dan/atau
membubarkan KPK dalam 12
tahun ke depan akan berakibat

‘Indonesia tidak dapat berkerja-

sama dengan negara-negara lain
dalam program asset recovery.
Lalu bagaimana dengan janji-
janji dalam peniilihan umum
presiden dan wakil presiden di
mana hampir semua calon
Presiden RI waktu itu mewaca-
nakan program dan kampanye
anti-korupsi.

Aset negara yang berjumlah
ratusan miliar rupiah dan mung-
kin triliunan rupiah tidak akan
dapat dibawa kembali dan disita
jika Indonesia tidak memiliki
lembaga antikorupsi yang
mumpuni seperti KPK. Hal ini
jukkan bahwa Ind
tidak memiliki keseriusan untuk
memberantas korupsi, karena
tanpa KPK, Indonesia tidak da-
pat bergabung dalam program
asset recovery. Walaupun peme-
rintah mengumumkan penunda-
an pembahasan revisi UU KPK
tetapi wacana merevisi UU KPK
yang konon disetujui semua
fraksi DPR tetap saja mengan-
cam eksistensi dan kewenangan
KPK. Revisi UU KPK hanya
dibenarkan kalau bermaksud
memperkuat kewenangan KPK
memberantas korupsi dan bukan
melemahkan KPK.

Bersambung ke halaman A 11

Kerja Sama Global Pengembalian Aset Korupsi

Sambungan dari halaman A 10

Sudah menjadi pengetahuan
umum (notoire feiten) kalau tin-
dak korupsi marak di Indonesia
terjadi dari atas ke bawah (top-
down) dan di semua sektor kehi-
dupan berbangsa dan bernegara.

Jelas dari uraian di atas, dalam
upaya penegakan hukum dan go-
od governance, pemberantasan
korupsi memerlukan kerja sama
dengan negara-negara lain yang
tergabung dalam UNCAC agar
aset negara yang dibawa kabur

dapat disita dan dikembalikan ke
Indonesia. Pada 2014, Indonesia
memiliki sekitar 45 orang DPO
tersangka koruptor yang kabur ke
luar negeri. Oleh karena itu, diha-
rapkan program asset recovery
yang dilakukan melalui kerja
sama dengan negara-negara lain
dapat berhasil dengan baik
melalui keberadaan KPK sebagai
tonggak utama pemberantasan
korupsi di Indonesia. Apalagi
melalui program asset recovery

tersebut, nantinya aset yang disita
dari koruptor dapat digunakan
untuk menambah dana APBN
dalam pembangunan berkelan-
jutan di bidang pendidikan, per-
tahanan, bantuan hukum, pemba-
ngunan sekolah, infrastruktur,
transportasi publik, dan lain-lain.
Memang secara teori, asset
recovery rumit dan sukar, namun
hal ini merupakan satu-satunya
cara yang dapat dilakukan KPK
agar tersangka korupsi kapok,

apalagi melihat vonis yang dibe-
rikan hakim kepada tersangka
korupsi selama ini sungguh ri-
ngan, tidak memiskinkan koruptor
karena belum ada upaya serius
penyitaan aset hasil korupsi, dan
tidak memberikan efek jera terha-
dap koruptor lainnya sehingga
korupsi masih ada dan merajalela
di mana-mana.

Indonesia harus dapat meng-

pl ikan upaya p
rantasan korupsi secara gencar,

serius, tepat, dan efektif, tetapi
bukan hanya dalam tahap perte-
muan, working group, dan konfe-
rensi saja. Apa pun upaya yang
dilakukan untuk melemahkan
KPK tidak akan berhasil jika
seluruh pihak bersatu padu demi
mewujudkan impian negara yang
bebas dari korupsi di masa depan.
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